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SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 14.4.5/UN32.19.2/RT/2025

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi

PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2025

tentang Pelaksanaan Pe n Pengawasan Pembanng;?. Gedung Poliklinik Unive

Berdasarkan Surat Perjanji;@mor: 14.3.1/UN32.19.2/R 5, tanggal 14 Maret 202;@

Negeri Malang Tahu@ aran 2025, bersama ini m@ tahkan: @fb
Nama perusahaanpl" . PT. SEWUN INDQRONSULTAN N
Alamat Ka o@g . JI. Masjid A \@10 No. 10 CC, Pondok Bap uren Sawit,
% Jakarta Tinnqes >
Nama ~& : Heru S to, ST. &
> Jg ! A\\Q}*

Jab@f : Direk )
@njutnya disebut sebagai PeﬁQ}a Jasa Konsultansi; . \X@«

* ‘\ \

N OO Q

untuk segera memuiai pelaksanaan pekerjaan dengan miemperhatikan Ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Poliklinik Universitas Negeri
Malang Tahun Anggaran 2025;

2. Tanggal mulai kerja : 8 Maret 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : 300 (tiga ratus) hari kalender, terhitung sejak tanggal (14 April

2025 s.d 7 Februari 2026) dan Pengawasan Berkala sampai
dengan ST-I pekerjaan fisik.

5. Hasil Pekerjaan : Laporan Pengawasan dan Pengawasan Masa Pemeliharaan
6. Sanksi ! %adap keterlambatan penye hasil kerja dan lapora Q
ir, Kontrak Pengadaan J onsultansi dan pembay,
(b\ epada penyedia dapat di ec%(an sesuai dengan ketentua m
. @ Syarat-Syarat Umum K ' . é
N\ N\ O
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Nl Nl Nl
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Deﬁ atas perhatian Saudara, diSdmpaikan terimakasih. ‘b{&
N \

S
.,,&%enerimm’menyetujui N\ Malang, l)gﬁn'l 2025
& Untuk dan Atas Nama « ‘ \ Pejaba{ £dmbuat Komitmen
0 PT. SEWUN INDO KB} ULTAN Univ Negeri Malang

f"{;f\f‘;i 3 et \
(37 BUA
\ NIP. 197909242006041003
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! ERSITAS NEGE LANG (UM)
0@ Jalan Semarang 5, g 65145

Telp: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi

PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TAHUN ANGGARAN 2025
A Nomor :
P TERTUNER lg.ﬂRTQUZé\Q O
NG N N

SURAT PERJANJI%ni berikut semua Iampir(a?féadalah Kontrak Kerja ](@uuksi
Lumsum, yang sel@u nya disebut “Kontrak™ dib an ditandatangani di Malang\pada hari
Jum’at tanggal vat Belas bulan Maret tahun ribu dua puluh satu (14/3/202 rdasarkan

Surat Penet emenang Nomor 26.2.5 30/RT/202tanggal 26 F 2025, Surat
PenunjukalPenyedia Barang/Jasa (SPPBJR¥mor 3.3.70/UN32.19.2/RT/3Q2 tanggal 3 Maret
2025, 4

N@ . Andrj .\(ﬁuman Effendi, S.T., M. "\@
R\ : ,{@09242006!}410{]3 ) Q@
0‘0\ Jabatan \‘SQ’PK Universitas Negeri Ma@g\
Berkedudukan di : JI. Semarang 5 Malang

*

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Universitas Negeri Malang berdasarkan
Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 30.1.126/UN32/KP/2025, tanggal
30 Januari 2025 tentang SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri
Malang Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut “Pengguna Jasa™, dengan:

Nama :  Heru Suprapto, ST.

Jabatan :  Direktur

Berkedudukan di :JI. Masjid Al Wustho No. 10 CC, Pondok Bambu, Duren Sawit,
Jakarta Timur

Akta Notaris Nomor : 28

Tanggal 20 Januari 2022

Notaris :  Novianti, SH.

yang bertindak untuk dan ataé@na PT. SEWUN INDO KQ@ULTAN selanjutnya disebu{\Q
N

N

“Penyedia”. \(b \(b P\
Tl

Q}\ Q}\ P KQ’\ Perfyedia
é@g e@g @ £
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Da.?obngan memperhatikan: 6_9\' CO{\
Qs Undang-Undang Nomor 2 Sm 2017 tentang Jasa Kons ‘:
{\&z. Kitab Undang-Undan m Perdata (Buku III ten X rikatan);
3. Peraturan Pemerin mor 14 tahun 2021 tentang Re an Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Universitas Negeri Malang;

5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3.2.168/UN32/LL/2025 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

£

() Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat
Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa
Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembangunan Gedung Poliklinik Universitas
Negeri Malang Tahun An garan 2025 sebagaimana dlterangkan dalam dokumen Kontrak
ini selanjutnya disebut * aan Jasa Konsultansi Kon i

) Penyedia telah meny, n kepada Pengguna Jas liki keahllan profesional, t
kerja konstruksi sumber daya teknis, sert men}retu_]ul untuk mel an
Pekerjaan Kﬂn 1 sesuai dengan persyarata ketentuan dalam Kontrak
(@ Pengguna dan Penyedia mcnyatak 1I1k1 kewenangan untuk r&ndatﬂngam
Kontra é mengikat pihak yang
u

© Pengguha Jasa dan Pen}ﬂ:dia me i dan mcnyatakan bah ubungan dengan
p&datanganan Kontrak ini m@s\ “masing pihak: \@ '

Qm telah dan senantiasa diberi esempatan untuk didampin
2) menandatangani Kontr @l setelah meneliti secara pa
Q 3) telah membaca dang ahami secara penuh ketenty ontrak ini;
\> 4) telah mendapa kesempatan  yang Jadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk
membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan
Pembangunan Gedung Poliklinik Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025 dengan syarat dan
ketentuan sebagai berikut.
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti
yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
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«Q} ‘E} Pasal 2 Q}

‘N

Q\ Ruang lingkup pekerjaan Whdaan Jasa Konsultansi inm i atas:
0 1. Pengawasan Pekerjada/ Pengawasan Sipil, Arsit 1

RUAN@EINGKUP PEKERJAAN p@A

. Mekanikal dan Elektrikal

Pembangunan Pembangunan Gedung Poliklinik yang terdiri dari:

©me Ao TR

Persiapan Pengawasan;

Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi;
Waktu Pelaksanaan:

Dokumentasi dan Pelaporan;
Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan;
Koordinasi dan Komunikasi; dan
Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

() Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Jumsum.
(2 Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan
total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan

Tujuh Puluh Lima

Harga adalah sebesar Rp. 29%.175.000,00 (Dua Ratus Sengbilan Puluh Dua Juta Seratlg\q
6

upiah) dengan kode aku 106;
(3 Kontrak ini dibiaygi RKAT Universitas Neger} ng tahun anggaran 2025 @

dengan kententu
a. Tahun An

*SPuluh Lima Ribu Rupiah); *

-

2025 dengan anggaran 8 ari nilai kontrak atau sebesag80% x Rp.
,00 = Rp. 233.740.000,00 Ratus Tiga Puluh Tiga Jl.@ujuh Ratus

uh Ribu Rupiah),
Anggaran 2025 dengan an ﬁn 20% dari nilai kontrak ata@besar 20% x Rp.
.175.000,00 = Rp. 58.435@,{}0 (Lima Puluh Delapan Qﬁﬁ Empat Ratus Tiga

PT. SEWUN INDO

); N
(%ﬂ“?embayaran untuk kontrak jo{@lakukan ke Bank mandi '@’JP Jkt Pondok Bambu
‘N {3”

rekening nomor 166/ 69382 atas nama Pen

\BQ\ KONSULTAN. 0{\\ 0{\

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kontrak ini:

o0 oW

TG thm

. adendum Kontrak (apabila ada);

. surat perjanjian;

. surat penawaran;

. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel,

Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;

. syarat-syarat umum Kontrak;

Kerangka Acuan Kerja;
Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen

Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan ;
dokumen lainnya sepetfSPPBJ, Jadwal Pelaksan ﬂ%kmjaan, Berita Acara Rap. g
Persiapan Penan anan Kontrak, Berita A@ apat Persiapan Pelaksa&éﬁ\

Kontrak.
"N N =
és\

N PPKON" | Penyedia
&5 S XLF
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@, ‘?umen Kontrak dibuat unip®~saling menjelaskan satu @n lain, dan jika terjadi

rtentangan antara ketc@ lam suatu dokumen de etentuan dalam dokumen

@‘
o

S
. ;;Q’ yang lain maka yang . u adalah ketentuan da okumen yang lebih tinggi
(\\ berdasarkan urutan @ i sebagaimana dimaksud \ps@ ayat (1) huruf a sampai dengan
0 huruf g.
Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan
dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal
penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak
dan kewajiban para pihak.

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal
Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama

Pekerjaan selama 300 (ti tus) hari kalender; ~~ ‘
{ ( 5@ ) QQ QQ
2 ,b\’b N

Dengan demikian, ?gguna Jasa dan Penyedia "bersepakat untuk men gani
Kontrak ini pada taj)gghl tersebut di atas dan mel akan Kontrak sesuai dengaghkétentuan
peraturan peru &undangan di Republik Ipdgnesia dan dibuat dalam 2 rangkap,
masing-masj bubuhi dengan meterai punyai kekuatan huku sama dan
mengikat @m dapat diperbanyak sesu%cebutuhan tanpa
dlbubu]‘;g@eterm

AN

&
R\4

Heru Suprapto, ST.
Direktur
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XPBAB VI. SYARAT- %AT UMUM KONTP@?‘ SSUK
<fé> 1j%¥$k th' ( )

* Q * QV * QV
0(\\ A. KETENTUAN UMUNMCY \50\
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini

harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai

berikut ;

1.1

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir.

1.2 Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan
UM.
1.3 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK

adalah pegawai UM yang diberi kewenangan oleh Rektor
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.

1.4 Pejabat yang Berwenang untuk Menandatangani

QQ Kontrak  yang jutnya  disingkat  Pejgbit

\(b Penandatangan Kqfyak adalah pejabat yang iliki

> kewenangan unt gikat perjanjian atau men angani

. @ Kontrak dcnga&nyedia, dapat berasal d Q ktor atau

1.6

1.8

1.9

1.10

é\g

PPK. Q)ﬂ\

Pengen ualitas adalah pejabat at pada unit kerja
pengmesl barang/jasa dan/atau ti is yang memiliki
keaBibian khusus yang ditetapkan oléh Rektor.

mtuan Pengawas Internal ate pengendali internal yang
selanjutnya disebut SPI ah pihak yang melakukan
pengawasan dan\z& pengendalian melalui
pendampingan/audit/ evaluasi/monitoring mulai dari

identifikasi kebutuhaw vg“rnpgi Hquap_ gerah terima nekeriaan

L= Bl ARty L= e getd ol A L

-

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang/jasa berdasarkan kontrak.

Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam
bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain
yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ bank
Pemerintah.

Fefiedia

1
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1.13

1.14
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1.16

| @’Z}‘b e
Q§\

N 1.18

1.20

1.21
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§ontrak Pengadaan Bara sa yang selanjutnya disebut

kontrak adalah perj tertulis antara Pejabat
Penandatangan Kont gan Penyedia.

Bagian Kontrak aﬁshh bagian pekerjaan dari satu pekerjaan
yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi. Penyelesaian
masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian
kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan
memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-
masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.

Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit
sebagai hari kerja.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil
pekerjaan yang ditetapkag¥lalam Dokumen Seleksi. g

Bagian Pekerjaan\(hg disubkontrakkan adaia\%gian
pekerjaan bukan erjaan utama yang diteta dalam
Dokumen Se]%kl y yang pelaksanaannya dise{ an kepada
penyedia lagigNYan disetujui terlebih dah@ oleh Pejabat
Penanda n Kontrak . Q

Rck@l asi  Penawaran Bia (rincian  harga
pgfewaran) adalah daftar kuangifay yang telah diisi harga

Sgtian dan jumlah biaya kes ya yang merupakan
Q%agian dari penawaran, 9

\
Rincian Biaya Langsu@%ersonel adalah biaya langsung
yang diperlukan ugf embayar remunerasi tenaga ahli
berdasarkan Kontrak

Rincian Biaya Langsung Non-Personel adalah biaya
langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan
Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan
berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan
kegiatan.

Personel Inti adalah orang yang ditempatkan secara penuh
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen
Seleksi serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang
diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Tenaga Ahli adalah bagian dari Personel dengan keahlian,
kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

Metode Pelaksanaan @@kkrjaan adalah cara kerja @
layak, realistis dan dilaksanakan untuk meny ikan
seluruh pekerj diyakini menggambark uasaan
y , &
gé\ PP, Q.\' PenFjia
¥ ?& y
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berlak

4. Bahasa dan Hukum 4.1

4.2

4.3

SSUK diterapkaQ)ySecara luas dalam pel
daan J nsultansi tetapi tidak da
1

uan-
berdas

N
Ii (galah satu atau beberapa
asarkan Hukum yang Berl
au tidak dapat dilaksana

e‘*’&‘

o o

®

& ?am penyelesaian pﬂkerjﬂﬂr@(l%an tahap pelaksanaan yang
sistimatis berdasarkan sun@c aya yang dimiliki Penyedia.

Jadwal Pelaksanaa ‘Q}ekerjaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebytl waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang
disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai
dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya
seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal Penyedia mulai bekerja
yang sama dengan tanggal penandatangan SPMK yang
diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima
hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia.

AN

Kerangka Acuan Kerja,yang selanjutnya disingkat
adalah dokumen yang oleh PPK untuk menje

tujuan, lingkup j konsultansi serta keahlid¢ yang
diperlukan untu sanaan pekerjaan berdas ontrak
ini. . *
N\ Q
&

aan pekerjaan
entangan dengan
tuan dalam Dokumen KonggkMain yang lebih tinggi

rutan hierarki dalam Kog
@

(gntuan dalam Kontrak ini
menjadi tidak sah, tidak berlaku,
I%Qaka ketentuan-ketentuan lain tetap
u secara penuh.

Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam
Bahasa Indonesia.

Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus
dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam
hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan
Kontrak dalam bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

5. Asal Jasa Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan oleh tenaga kerja
Konsultansi Indonesia.
O & &
4 & (4
o o &
Q:\ Q\ PPKQf\' Penyedia
é@g é@g :-F
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6. &%ﬁuknnn Peny 1harapkan untuk melakul%;\pencatatan keuangan yang
Q:K ak an sistematis sehubungan an pelaksanaan pekerjaan ini
A\ arkan standar akuntansi y erlaku.

N\

00 7. Korespondensi 0 Semua pemberitahuan, %ohom persetujuan dan/atau
korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan
kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan
secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau
faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.

8. Wakil Sah Para 8.1 Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan
Pihak untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan
atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya
dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan

dalam SSKK.

8.2  Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat
Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada

masing-masing pihak. Q Q
9. Perpajakan ‘é\ enyedia berkewajiban unt hayar semua pajak, bea, usi,
@ dan pungutan lain y yang dibebankan olwraturan
perpajakan atas p-:l aan Kontrak ini. Semu geluaran
Q$\ perpajakan ini dmn telah termasuk dalam nilai 3\
10. Lar@ orupsi, 10.1 Berd etika pengadaan haran@d merintah, para
dan/atau pihgk Wilarang untuk:
@usme, *g\fb nenawarkan, menerima, menjanjikan untuk
nyalahgunaan (5\ memberi atau menerima hgl¥h atau imbalan berupa apa
\“Wewenang  serta Q)‘ saja atau melakul tindakan lainnya untuk
*QX Penipuan *68 memengaruhi ;EF yang diketahui atau patut dapat
\ diduga berkait daan ini;
\> 0 g | gan pengadaan ini;
b. mendorong terjalfnya persaingan tidak sehat; dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan
untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

10.2  Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk
semua anggota Kemitraan) dan Subpenyedia (jika ada) tidak
pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di
atas.

10.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan
Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat
dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. sisa uang muka hagus dilunasi oleh Penyedia atay
(\Q Jaminan Uang dicairkan dan disetn@g
> sebagaimana dit can dalam SSKK; dan (b

N
@@' c. Pengenaan dikeluarkan dari DPT U&

Q,ﬂ\ Q,§\ PR dia
‘\e,g Y\e?b @ r
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,s\{& \’2} \’b
QQ? 10 &%Pengenaan sanksi admll’ﬁ(%lf di atas dilaporkan oleh
. \\‘Q’ Q" Pejabat Penandatangan. ak kepada Rektor

o

0010.5 Pejabat Penandataﬁg}ﬁ(ontrak yang terlibat dalam korupsi,
kolusi, dan/atau nepotisme, dan penipuan dikenakan sanksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa
Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran
ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat
dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau
Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Perpajakan Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan personel yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan
pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan
atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini

d%ggap telah termasuk dalam n% Kontrak. {\%

13. (l;en;galihan (b\.(b 13.1 Pengalihan seluru I@\nrak hanya diperbolehk @m hal
Sall:lftau . pergantian namaSPehyedia, baik sebagai akjbBtNpeleburan
ubkontra ﬁ\ (merger), kon asi, atau pemisahan. &\

Q'Q 13.2 Penyedia t bekerja sama dengan ia lain dengan
é mensu rakkan sebagian pekerj ecuali pekerjaan
utanwjia am kontrak ini sebagaima.mjhatur dalam SSKK.

’\\(b 18.8 §@edia hanya boleh mensubkog#fakkan sebagian pekerjaan
Q‘b Q} n dilarang mensubkontrak eluruh pekerjaan.

)
QX {\«254 Penyedia hanya boleh §Qkubkontrakkan pekerjaan apabila

pekerjaan tersebut sejakyawal di dalam Dokumen Seleksi dan
dalam Kontrak diij mkan untuk disubkontrakkan.

O

13.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan
Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.

13.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan
sanksi yang diatur dalam SSKK.

14. Penyedia Mandiri  Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap
personel dan Subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang
dilakukan oleh personel atau Subpenyedianya.

15. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut
dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas
naqa Kemitraan dalam pelaks hak dan kewajiban terhac@
(&at Penandatangan Kontrak: asarkan Kontrak.

é\ é\ PPKQ)\ Penyedia

O &
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1 “%gawasan 16.1 %ﬂbﬂt Penandatangan Kongal dapat mengangkat tim
Q§ elaksanaan é dukung untuk pengawa@s >elaksanaan pekerjaan sesuai
\“ Pekerjaan Q:‘ Kontrak ini. Q‘s
0%.2 Tim pendukung menggunakan wewenang yang

NN

diberikan kepadanya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk bertindak sesuai ketentuan Kontrak.

16.3  Dalam melaksanakan kewajibannya, tim pendukung selalu
bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, tim
pendukung dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK
17. Jangka Waktu 17.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Pelaksanaan 17.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang

Pekerjaan

18. Penyerahan Lokasi 8.1

Kerja (apabila \
diperlukan) (\Q

N\
2
N
18.3
‘Zf””
Q’;Q
& &
18.4
19. Surat Perintah 19.1
Mulai Kerja
(SPMK)
19.2
20. Program Mutu 20.1

>
&
&

R)

ditentukan dalam SSKK.

Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan keseluruhan
lokasi kerja kepada penygdia sebelum SPMK diterbitkap.
Sebelum penyerahan lokssD kerja, dilakukan pcmeri&
lapangan bersama yw@\dinmngkan dalam Beﬁ%@:cara
Peninjauan Lokasi

Jika dalam pen%g' saan lapangan bersama ditgimukan hal-hal
ngakibatkan perubahan isi¢Kontrak maka
but harus dituangkan d ndum Kontrak.

bagian tertentu dari
tangan Kontrak dapat
pekerjaan tertentu yang
rja tersebut, dan kondisi ini
ompensasi serta dibuat Berita

Jika 85 erahan hanya dilakukan
lok@y~kerja maka Pejabat Pe
Iafggap telah menunda pelak
erkait dengan bagian lokasg
ditetapkan sebagai Pcris&@
Acara

Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita
acara penyerahan lokasi kerja yang ditandatangani oleh para
pihak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum
berlaku.

Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif
Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu
pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak .

@ Program mutu disusun olr@\yedia paling sedikit berisiQ%

a. informasi mengerr@e erjaan yang akan dilaks
b. organisasi kerj vedia;

Q oy

Q§\ PP& N Pegyedia
& &L F
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20.3
20.4

20.5

20.6

21. Rapat Persiapan 21.1
Pelaksanaan

Kontrak

> Hal-hal yang dibahas d

&

9
é\,Q
& &,
S N
21.3
22. Pengawasan/ 22.1

Pengendalian
Pelaksanan
Pekerjaan

o}

89

\\Q’&‘

2

jadwal pelaksanaan pekerja (b
prosedur pelaksanaan aan;
prosedur instruksi kega:dan/atau

e.
f.  pelaksana kerja.

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu
Jika terjadi adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran  program  mutu  harus  menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya
terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program
mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan
Kontrak .

Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap program
mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Qgsepakatl dalam rapat pe(rsb@&

pe]aksanaan Kontrak uti:
a. reviu kontrak embagxan tugas dan tan jawab
dari kedua b p1hak .
b. pernutak pembaharuan rencana aan seperti
ngga ktif pelaksanaan, dan t pelaksanaan
dasar

a penilaian kinerja p aan sebagai
@%akukan evaluasi kemaj uag&:rjaan

dlskus1 bagaimana dan dilakukan pelaporan
pekerjaan;
tata cara, waktu d uen51 pengukuran dan pelaporan
yang disesuaikan an kondisi pekerjaan;
melakukan klarifikisi hal-hal yang masih kurang jelas dan
mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak
selama pelaksanaan pekerjaan.

z.

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang
ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Pengawas
Pekerjaan dan Tim Teknis/Tim Pengendali Kualitas yang
berasal dari personel Pejabat Penandatangan Kontrak .
Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Tim Teknis berasal dari @t kerja, instansi yang terk%
dan/atau tenaga pmfesm}bq\

Pegyedia
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22.5

22.6
23. Mobilisasi 23.1
232
24, Wakt 2
Peflye?esaian (b’Q%
Pekerjaan @(b\
O
7 242
o
<
,gb
23
o~ =~
\ \
0 24.3
244

25. Peristiwa
Kompensasi
a.

b.
c.

. dilaksanakan

O

Q} elaksanaan pekerjaan.

0&&\4 Tim Teknis i:m:rlmw.nsa.'i{'@5

é@Q@‘

&
bcrke@f%an untuk  mengawasi
Q}

, fzf‘"\

awas Pekerjaan

untuk membahas dan menilai
laporan konsultan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan
Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak .

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau
rekomendasi dari Tim Teknis.

Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan.

Mobilisasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan.
o

pada

Kecuali Kontrak kan lebih awal,
berkewajiban menyel pekerjaan selambat-1

pada tanggal pen& yang ditetapkan dalam

dip

klausul 16.2.

berpendapat tidak dapa {Bhnyclesaikan

1 Masa Pelaksanaan Kont arena di luar

\ yva yang dapat dibugn demikian, dan
telah melaporkan kejadian,.téwsebut kepada Pejabat
P, atangan Kontrak, denga rtai bukti-bukti yang
%ﬁt disetujui Pejabat Penand%an Kontrak, maka Pejabat

S enandatangan Kontrak : memberlakukan peristiwa
kompensasi dan melakuk njadwalan kembali pelaksanaan
tugas Penyedia denggn® buat adendum Kontrak.

Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan
akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah
tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal
sebagai berikut:

Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada
penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah

pengujian a ternyata  tidak ditemu]gg

erusakamfkagagalanfpen‘?{& gan;
A
S

-
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> >
‘.:;g d. PgNPat Penandatangan Komr% ak memberikan gambar-
\\ fambar, spesifikasi danfata%' truksi sesuai jadwal yang
w&e’ +«\“dibutuhkan; o\

(\\ @ Penyedia belum bisa &yﬁ( ke lokasi sesuai jadwal dalam
0 0 kontrak;

f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk
mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya
yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak :

g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan
pelaksanaan pekerjaan; atau

h. Ketentuan lain dalam SSKK.

26. Perpanjangan 26.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
Waktu pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka
Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal

penyelesaian  berdasarkan data penunjang. Pejabat

Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan

Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan

perpanjangan tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

Q& Jika Peristiwa Komp mengakibatkan keterl
\(b’ penyelesaian pekerj Pejabat Penandatang
®® berkewajiban @ memberikan perpanj waktu
s penyelesaian pgkeNaan. g

O
Q 26.3 Perpanjang aktu penyelesaian pekerj Qapat diberikan
< jika ber data penunjang dapat dj kan dibutuhkan
é penambghian waktu penyelesaian peke !

i\fb‘b 26.4 P@edia tidak berhak atas perpa@%an waktu penyelesaian

N @kerjaan jika penyedia gag C&u lalai untuk memberikan
QQ A@‘pemberitahuan dini dalag ngantisipasi atau mengatasi
* ‘\ b/

dampak Peristiwa Kom

.

1.

S |
0 026.5 Pejabat PenandatangXb Kontrak menetapkan ada tidaknya
perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah

Penyedia meminta perpanjangan.

26.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui

adendum/perubahan Kontrak.
27. Pemberian 27.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai
Kesempatan masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat

Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (Sembilan puluh)
hari kalender.

27.2 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka
(\Q 26.1 diatas, Penyedia belum dapat menyelesgilial)
) pekerjaan, Pejabat Pe tangan Kontrak dapat: \fb

Ry QP K

8 &
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Q;’o 2 ,gb
‘fé&\ “g.\'%emherikan kesempatan k&dwa untuk penyelesaian sisa
Q Q)‘ pekerjaan dengan jangk&l"g tu sesuai kebutuhan; atau
X" b. Melakukan pcmutu% ontrak dalam hal Penyedia
0{\\ 0{\\ dinilai tidak akan sgQ®up menyelesaikan pekerjaannya.
27.3 Pemberian kesempa kepada Penyedia sebagaimana
dimaksud pada angka 26.1 dan angka 26.2, dituangkan dalam
adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan
sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, waktu
penyelesaian pekerjaan, dan perpanjangan masa berlaku
Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

27.4 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

28. Serah Terima 28.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
Pekerjaan tertuang dalam Kontrak, penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk

serah terima hasil pekerjaan.

(& Serah terima hasil peke '@ilakukan di tempat sebagai@%

Q}‘b ditetapkan dalam SS o

@ 28.3 Sebelum dilaku serah terima, Pejabat P@@atangan

o\ Kontrak melakgkan pemeriksaan terhadap hedil”pekerjaan,

& yang dapat.QdBantu oleh pengawas pekerj dan/atau tim
<

tl:knisfl?é ali Kualitas. )
c.?é 28.4 PemgiiRsaan dilakukan terhadap k aian hasil pekerjaan
\(b 1&& p kriteria/spesifikasi yang& tum dalam Kontrak.

&Q} 28.5 «@ngendali Kualitas/Tim Tek@ntuk memeriksa kebenaran

QQ) . QQ’ hasil pekerjaan dan/atau umen laporan pelaksanaan
N\ pekerjaan dan me I@\mgkan kesesuaiannya dengan

N\
\)Q 0(\ Kontrak.

28.6 Pengendali Kualitas melaporkan hasil pemeriksaan pekerjaan
kepada pejabat Penandatangan Kontrak dalam bentuk Berita
Acara pemeriksaan Pekerjaan.

28.7 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima
pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan
pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

28.8 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima
(BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

28.9 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan

| Q pekerjaan. N Q
\‘&%1[} Jika pengoperasian pekerjaan memerlukan %an
@‘b khusus maka sehe pelaksanaan serah teri erjaan
Q,ﬂ\ Qy}\ PEKQN | Penfedia
S & &L T
N N
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AQ;{O Q,\cg’ dengan kondisi lapan

ol
%
Ay

| %edia berkewajiban untu@(gakukan pelatihan  (jika

N
\c*:’  dicantumkan dalam kontrakéﬁlaya pelatihan termasuk dalam
2 N
N\

Nilai Kontrak. )

D

0%8.11 Pejabat Penandatang@%antmk menerima hasil pekerjaan
setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai
dengan Kontrak.

28.12 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan terlambat melewati
batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia
dikenakan denda keterlambatan.

29. Layanan Penyedia harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana
Tambahan tercantum dalam SSKK.

D. PERUBAHAN KONTRAK

30. Perubahan 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan
Kontrak \ kontrak. Q g

N .2 Adendum/perubahan K\&ak dapat dilaksanakan d (\hal
@‘b terdapat perbed fmtara kondisi lapangan saat
N pf:]aksanaan dcn% gambar dan/atau spesn_ﬁ IAK yang
Q§ ditentukan da@n dokumen Kontrak dan diggyjui oleh para
O pihak, meljgQy’ )
< ah atau mengurangi v@é yang tercantum
Kontrak; &,

enambah dan/atau mengusg®i jenis kegiatan;

. mengubah gambar dm@.l spesifikasi/KAK sesuai
an/atau

"QX d. mengubah jadwal pifaksanaan.

0?3 Selain adendunﬂpembban Kontrak yang diatur pada angka
29.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk
hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain
pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak , perubahan
rekening Penyedia, dan sebagainya.

30.4  Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai
Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya
anggaran.

30.5 Pekerjaan tambah sebagaimana angka 29.4 dapat diberikan
tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

30.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia
kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam

« Kontrak awal.
‘ O O
£ N S
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é\{b 30.7 ncgosmm teknis dan h \tersebut dituangkan dalam
\ eri

o ta Acara sebagai dasar usunan adendum/perubahan
=~ Kcntrak N

S \
0 @8 perubahan jadwal dﬁﬁ hal terjadi perpanjangan waktu

pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut:

a. peristiwa kompensasi; dan/atau

b. Keadaan Kahar.

30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian
pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu
terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa
kompensasi.

30.10 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu
terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.

30.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara

tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usula diajukan oleh Penyedia.

han kontrak, Pejabat Penan gan
an tim peneliti Kontrak

12 Untuk kepentingan pe

A
@‘b Kontrak dapat me
30.13 Pejabat Penanda

pekerjaan atau  tim  teknis meneliti
éQ’Q ke]aya@;aran perpanjangan wak% sanaan.
30.14 Pe j perpanjangan waktu laksanaan Kontrak
\(b d&an dalam addendunﬂpem@? Kontrak.
N

g\%eadaan Kahar 31. b«?ang dimaksud Kcadaan 2 dalam Kontrak ini adalah
\ suatu keadaan yang terj iluar kehendak para pihak dan

00 \>Q tidak dapat diperkir sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam™Contrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

31.2 Yang temasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

Bencana alam;

Bencana non alam;

Bencana sosial;

Pemogokan;

Kebakaran;

Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui
keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis
terkait.

31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia
memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari

atau seharusnya menyadari %s kejadian atau Keadaan Kﬂ]‘&
(\% dengan menyertakan bukf(\

gan Kontrak dapat menuga pengawas

B R L e
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(b‘b
é\v jl4 %&c termasuk Keadaan Jkabar adalah hal-hal yang
N Qt« ierugikan akibat perbuatané elalaian Para Pihak.

N SM¥5 Pada saat terjadinya &la&n Kahar, Kontrak ini akan

00 0 dihentikan sementaraWyYgga Keadaan Kahar berakhir dengan

ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai
dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang
telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau
berdasarkan hasil audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk
bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus
diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
~ yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji
Q atau wanprestasi jika k lan tersebut diakibatkan
\ keadaan kahar, dan Piglyang ditimpa Keadaan Kahe{b
2> a. telah mengamgi{P®mua tindakan yang sepaw untuk
. @ memenuhi k&ykjiban dalam Kontrak; dan ,
Q b. telah mggberitahukan secara tertulis,Kepada Pihak
QQ’ lainny am Kontrak selambat-lm@ya 14 (empat
é@ belasXhdfi sejak menyadari atas 14n atau Keadaan
, dengan menyertakan sali rnyataan terjadinya
(bq’ . istiwa yang meyebabk; rhentinya/terlambatnya
"&\ («é\' pelaksanaan kontrak. Q?)\

& ,
~:‘Q}K }!&Q}Kcterlambatan pengadaa &@c‘ibat Keadaan Kahar tidak
N\" dikenakan sanksi. (\\
1

D N

v i

H i"'.l 1}' 1.! [ufu FoTuh 2ot
.8 Penghentian Kontrak %efrena keadaan kahar dilakukan secara

tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai
alasan penghentian pekerjaan.

31.9 Penghentian kontrak karena Kedaan Kahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

31.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

32. Penghentian Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar
Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 30.
33. Pemutusan » Pemutusan kontrak rj@@i]&kukan oleh pihak Pe@
Kontrak > Penandatangan Kont u pihak Penyedia. \fb
N ° N
N a &

é@ & é@ Q@ FP? 7 Pe::‘jg;ia
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\1\ 332 at Penandatangan Kont pat memutuskan kontrak
K‘b Q§ ecara sepihak apabila ,\Pényedia tidak memenuhi
Q kewajibannnya sesuai ke gﬁnda]am kontrak.

00 0 3 3 Penyedia dapat me g}can kontrak secara sepihak apabila
Pejabat  Penandatangan  Kontrak  tidak  memenuhi
kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.

33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan
Kontrak.

34. Pemutusan 34.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Kontrak oleh Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan
Pejabat Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui
Penandatangan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-
Kontrak hal sebagai berikut:

a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau
nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

Q pengadaan vyang J{pytuskan oleh Instansi

N berwenang.

(b\ b. Pengaduan t @g penyimpangan prosed ugaan
. @ korupsi, kol an/atau nepotisme dan/atau ggaran
N\ persaingap( sehat  dalam pelaksanag{\ Pengadaan
QQ’ Baran dinyatakan benar u]cQ nstansi  yang
< be :H
é c. Pelwyedia berada dalam keadaan
<9 d yedia terbukti dlkenal@ ankSI Daftar Hitam

\ sebclum penandatanganan
@

'Q;Q; 'Q'.\Q‘ Surat Peringatan seb 3 (tiga) kali;
0{\ \)Q f. Penyedia lalai/ci janji dalam melaksanakan

kewajibannya darN#dak memperbaiki kelalaiannya dalam
Jangka waktu yang telah ditetapkan;

g. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak ,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul
26.4 SSKK;

h. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 26.4
SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
atau

i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang
ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan
pengawas pekerjaan (apabila ada).

R Dalam hal terjadi pemutu ontrak dilakukan sel:-agair{@

\‘b’é dimaksud pada klausu\ \(b.
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,o‘b ,o‘b 9
"’\\' i\ sisa Uang Muka harus ?asi oleh penyedia atau
9 9
{ {* Jaminan Uang Muka di (apabila diberikan);

‘"~ b. Penyedia membayar a (apabila ada); dan
\)Q\ 0& c. penyedia dikenak ksi dikeluarkan dari DPT UM.

34.3 Pejabat Penandatangan” Kontrak membayar kepada Penyedia
sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan
tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang
harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat
Penandatangan Kontrak.

35. Pemutusan 35.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Kontrak oleh Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan
Penyedia Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat

Penandatangan Kontrak apabila:
a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia
secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau

kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditgs
(\% selama waktu yangQSlSépakati sebagaimana tere@

(g‘b dalam SSKK; N ‘ N
@ b. Pejabat Penwngan Kontrak tidak men@&n surat
N perintah pepyBayaran untuk pembayaran tagihdn angsuran
< sesuai deggan jangka waktu yang diw@ebagaimana
tema@ dalam SSKK.

o o
é 35.2 Dalamﬁ pemutusan Kontrak, makaﬁibat Penandatangan
Q}‘b esuai dengan prestasi
{‘\ jeheTjaan yang telah diterima Pejabat Penandatangan
ntrak sampai dengan
M‘}’Q’ «..&Q’Kﬂ-ntrak dikurangi denda k§¥rlambatan yang harus dibayar
0{\\ \5{\\ Penyedia (apabila adgh@[a Penyedia menyerahkan semua

ejabat Penandatangan Kontrak dan

selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

36. Berakhirnya 36.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan
Kontrak jkesepakatan para pihak

36.2 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan
kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah

terpenuhi.
36.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana

dimaksud pada klausul 35.2 adalah terkait dengan pembayaran
yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

37. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara
yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat

kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya
Pejabat Penandatangan tanpa kewajiban pe:%@
ia

\ engambilan kembali sem ninggalan tersebut oleh
N\ N\ s
Q Q & —
Q’ @ PPKQ\ Penyedia
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(:é\ hanya.\Jupat dilakukan setelah mem)ertimbangkan kepentingan
Pe@:cr? Penandatangan Kontrak . N\
"‘&Q * “&Q
0(\\ F. PEJABAT PENAN@@ANGAN KONTRAK 0«(\\
38. Hak dan 38.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
Kewajiban Pejabat a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan
Penandatangan oleh Penyedia;
Kontrak b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak
gwng?ai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
enyedia;

c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK
dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam kontrak ’

alam kontrak;

d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;

e. memberikan instruksi;

f. mengusulkan penetapan sanksi di Keluarkan dariDPT UM
(apabila ada);

g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;

h. menerima jaminan uang muka (apabila ada); dan/atau

(\Q i. menilai kinerja Penyed{@ (\Q
\%8.2 Pejabat Penandatang ntrak mempunyai kewajib @
@‘é a. membayar pe sesuai dengan biaya y cantum
{\ dalam kont an sesuai dengan wak&\ ang telah
QQ, ditetapka da Penyedia; Q@
b. memb ang muka (apabila ada);
QQ c. me r penyesuaian harga (apabi %a);
%) d. mé@mbayar ganti rugi karena %}lahan yang dilakukan
ggb A&ahat Penandatangan Kontn\§‘ an
&Q) &fo\n mberikan fasilitas bm&&) arana dan prasarana atau
. QQ’ . QQ’ kemudahan lainnya untukJ@lancaran pelaksanaan pekerjaan
0(\\ 0(\\ sebagaimana yang ter dalam SSKK.
G.PENYEDIA
39, Hak dan 39.1 Penyedia mempunyai hak:
Kewajiban Penyedia a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan

b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
kontrak.

39.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak ;
b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

kontrak;
c¢. melaksanakan dan menyglesaikan pekerjaan secara cermag,
akurat dan penuh tan jawab berdasarkan kete
(\Q kurat d h : jawab berdasarkan k

\’b’ dalam Kontrak; \‘b’

AY
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&
é\ ‘&-zmbenkan keterangan-ketgtavgan yang diperlukan untuk
S pemerlksaan pelaksan yang dilakukan Pejabat

. QQ’ ’Q‘k Penandatangan Kont
(\\ e. menyerahkan hasilk@g¢Kerjaan sesuai dengan jadwal dan
0 tempat penyerahamNgekerjaan yang telah ditetapkan dalam

kontrak:

f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan

g. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of
interest).

h. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup
pekerjaan ditentukan di SSKK.

%

40. Tanggung jawab Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume,
ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat
pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

41. Penggunaan ﬁvedia tidak diperkenankan @gunakan dan menginform
Dokumen Kontra okumen kontrak atau dok ainnya yang berhubunga
dan Informasi > kontrak untuk kepenti % pihak lain, m1salnyz@ ikasi
@ teknis/KAK dan/atau ar-gambar, kecuali denga tertulis
é}\ dari Pejabat P:@hngan Kontrak sesuai kete peraturan

Q perundang-und Q
i D X2
42, Hakﬁ Kekayaan Penyedia be ajiban untuk melindungi @bat Penandatangan

lqé?&ktual Kontrak i segala tuntutan atau Klay® dari pihak lain atas
é\' pelang Hak Atas Kekayaan Inte

\\QB Penanggungan dan 4&0 enyedia berkewajiban uu@ehndungl, membebaskan, dan
(\ Risiko menanggung tanpa jabat Penandatangan Kontrak
\\ N\ beserta instansinyva teNt;__an semua bentuk tuntutan_ tanggung
jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta
instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut
disebabkan  kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK
sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah
terima:
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel;
b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak lain.

43@ Terhitung sejak tanggal MK sampai dengan tan
(b’(\ penandatanganan bent; serah terima, semua Qék

kehilangan atau k

X &

%

an hasil pekerjaan,

Q\
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44, Perlindungan
Tenaga Kerja
(apabila
diperlukan)

<&

~\ ~\

N\ 45, Asuransi @.I
N)

46. Tindakan Penyedia
yang mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak

47. Kerjasama

Penyedia dengan
Usaha Kecil

\

G

%Q’&‘

& ,Sb
@%gkapan merupakan risiké?'enyedia, kecuali kerugian

iYatkan oleh kesalahan atau

Q au kerusakan tersebut d?!
«Q}; kelalaian Pejabat Pcnanda@ an Kontrak .

0%3.3

43.4

44.1

Q& Penyedia berkewajiban
> _ .

Q)ﬁ%’n setelah kejadian.

45.2

45.3

Pertanggungan asura@gang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan
yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak tanggal SPMK
harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Penyedia
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri
untuk mengikutsertakan personelnya pada program jaminan
sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja serta melunasi
kewajiban pembayaran tersebut sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

aya sendiri untuk menyeds
a (termasuk personel Sub dia,
keselamatan kerja yan ai dan

-

memadai. v
emada N

Tanpa me gi kewajiban penyedia g}‘ melaporkan
kecelakag; Berdasarkan hukum yang @érlaku, Penyedia
mela t@n kepada Pejabat Penandat Kontrak mengenai
sgi kecelakaan yang tim sehubungan dengan
‘ anaan Kontrak ini dalam waKtu 24 (dua puluh empat)
\
iy o o
Apabila disyaratkan, dia menyediakan asuransi sejak
SPMK sampai deng anggal Penyerahan Pekerjaan atas
segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga.
Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan
termasuk dalam harga kontrak

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan

tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan

tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum
dalam klausul 12.2 SSKK: dan/atau

b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

47.1

O

Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil——dengan

Oy mensubkontrakkan sebagz&ekcrjaan yang bukan pekerj

utama.

@(&\‘b &‘b
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’Q:?agai 47.2

< <
O O
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,gb 9
%glan Pekerjaan yang wajib ﬁkommkan oleh Penyedia

K%Subpenyedia (Kepada usaha kecil sebagaiy\Sbpenyedia diatur di dalam
@ )

oo R
\50\ 0@13

47.4

47.5

47.6

48. Sanksi Finansial 48.1

48.2

<
>, (\&

49. Jaminan 49.1

49.2

\l\‘b 48.4 &
Q;Kmuka (apabila diberikan vangxpuka) bagi Penyedia dikenakan

SSKK. Q\

Dalam kerjasama di & Penyedia bertangung jawab penuh
atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan
pekerjaan.

Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan
Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan
tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan
dalam adendum Kontrak.

Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.

Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,
denda keterlambatan, atau pencairan jaminan.

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan
tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menye
barang/jasa yang l»:ualit$‘E| tidak sesuai dengan K
berdasarkan hasil aud@ esarnya sanksi ganti m%@alah
sebesar nilai keru ang ditimbulkan. $

Sanksi denda k’ﬁr ambatan bagi Penyedia dikgnakan apabila
terjadi ketegl@@nbatan penyelesaian pekerj dengan cara
memotoggy;Ppembayaran  prestasi Penyedia.
Pemba¥™n Denda tidak meng tanggung jawab
ko tual Penyedia. 0

si pelunasan uang muka pencairan jaminan uang

apabila Penyedia tidak qmenyelesaikan pekerjaan setelah
berakhirnya masa ;@%&na&n pekerjaan atau dilakukan
pemutusan kontrak. ™

Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat
berupa bank garansi, dan harus dicairkan oleh penerbit
jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau
pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
diterima.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan
diserahkan sebelum pengambilan Uang Muka.

Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka
yang diterima oleh Penyedia.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional

Q sesuai dengan sisa uang muh vang diterima. N

Masa berlaku Jamina g Muka sekurang-kuran jak
tanggal persetuju mberian uang muka sampW{dengan

*Lataf
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50. Laporan Hasil

o
0@.1

Pekerjaan
50.2
50.3
51. Kepemilikan 51.1
Dokumen
51.2

O

,b\'és\l 3
&

52. l::::&@mm 52.1

9 522

53&
N

524

52.5

52.6

\

&
@
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&
N
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al serah terima hasil pek@? sesuai dengan ketentuan

X\ ¥ang tertuang dalam Kontraky&\
g &

Pemeriksaan pekerjag \dilakukan  selama pelaksanaan
Kontrak. Hasil pe saan pekerjaan dituangkan dalam
laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat
laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan
dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui
oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak .

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia
berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat
Penandatangan Kontrak .

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen
beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak paling lambat padg saat serah terima pekerjaan ajgu
waktu pemutusan Knntrab@ ‘

(\
n 1 (satu) buah salinan ti %&m&n
an batasan penggunaan &u dalam

Q\

Penyedia dapat meny;

tersebut di atas

SSKK. e\
2

Persone, tau peralatan yang dite harus sesuai
denga ¢ tercantum dalam Dokum nawaran.

?e ntian Personel tidak b?a%‘:ai]akukan kecuali atas
@setujuan tertulis Pejabat Pe tangan Kontrak .

Penggantian Personel d@mﬂ oleh Penyedia dengan
mengajukan permohon rlebih dahulu kepada Pejabat
Penandatangan KontrgkYeserta alasan penggantian.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui
penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang
dibutuhkan.

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian

Personel apabila menilai bahwa Personel:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia
berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan
kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7
(tujuh) hari sejak diminta O&Pejabat Penandatangan Kont&
: O
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52.7 onel  berkewajiban AR~ menjaga  kerahasiaan
Q}%]:srjaannya. Q‘}K
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53. Nilai Kontrak 53.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai
kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

53.2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kontrak sesuai
dengan rincian yang tercantum dalam Rekapitulasi Penawaran
Biaya.

54. Pembayaran 54.1 Uang muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai
ketentuan dalam SSKK untuk:
1) Mobilisasi; dan/atau
2) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan

pelaksanaan pekerjaan.

b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar

setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka

Q senilai uang muka y iberikan;
\(b.(\ c. dalam hal Pejab andatangan Kontrak men
> uang muka (& a Penyedia harus jukan
@ permohong ngambilan uang muka tertulis
O kepada P&bat Penandatangan Kontrak didertai dengan
Q@ renca nggunaan uang muka u 'melaksanakan
éQ pe sesuai Kontrak dan ren?p gembaliannya;
d. peéwgembalian uang muka d
: perhitungkan berangsur-
é§b {\ pada setiap pembayaran 5
\ &Q‘,Q kesepakatan yang dia
N\

Q lambat harus lunas @
\}Q \}942 Prestasi pekerjaan 0
- - a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem
termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang
ditetapkan dalam SSKK.
b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan
ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda
(apabila ada) dan pajak; dan
3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan  pembayaran  dilengkapi  bukti
pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.
Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan
setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima.

: anksi Finansia Q Q
Q}@@ it o
Q,ﬁ\ é\ PPKoN"
é@g @Q é’é) t
R Rz R2)

dilakukan dengan
secara proporsional
1si pekerjaan atau sesuai
dalam kontrak dan paling
saat pekerjaan selesai.
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\{2} C"%%h‘ Finansial dapat berupg 30 i ganti rugi atau denda
o Q;K eterlambatan. Q§

A\ -\ a. Ganti Rugi Q}

0{\\ 0(\\ Sanksi ganti rugi ®agt Penyedia apabila terbukti jaminan
tidak bisa dicairk, terjadi kesalahan dalam perhitungan
volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan
hasil pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan
Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti
rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan
sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan
Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari
keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di
dalam SSKK.

¢. Besarnya denda keterlambatan adalah:
1) 1%o (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak

yang tercantum dalam Kontrak; atau

2) 1%o (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

55. Perhitungan Akhir ) Untuk Kontrak Waktu gasan perhitungan akhir s8I}
> pekerjaan berdasark lah waktu yang digun

@fb\ menyelesaikan s @n pekerjaan yang dnuanw dalam

Adendum Kont.ra pabila ada).

Q. 55.2 Pembayaran @ suran prestasi pekerjaan t lr dilakukan
Q,}Q setelah s pekerjaan selesai dan d ita Acara Serah

Terim ditandatangani oleh ked ah Pihak.

,bc.? 55.3 %ﬁﬁm pembayaran  ter kgbdilakukan, Penyedia
N ewajiban untuk mcnyeml% rincian perhitungan nilai
%) @ gihan terakhir yang Nﬁ\l [ tempo kepada Pejabat
N Q Penandatangan Kontrak.s3P€jabat Penandatangan Kontrak
0(\\ 0(\ berdasarkan hasil Eﬁ}' ian tagihan, berkewajiban untuk

menerbitkan (Surat ‘Rérmintaan Pembayaran) SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang
dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak .

56. Penangguhan 56.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan
Pembayaran pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,
termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan

waktu yang telah ditetapkan dalam KAK.

56.2 Pejabat  Penandatangan Kontrak  secara  tertulis
memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak
pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai
penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk

Q memperbaiki dalam jangka @km tertentu. (\Q
(4
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c';\\ 56.3 @%ayaran yang ditangg 2 \d¥sesuaikan dengan proporsi
Q}\ ) egagalan atau kelalaian P a.

, 'Qs @4 Jika dipandang perlu o ~’*‘ejal:mt Penandatangan Kontrak ,
00 0 penangguhan pembayawin akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan

denda kepada Penyedia.

57. Penyesuaian Harga 57.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana
diatur di dalam SSKK.

57.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun
Jamak yang berbentuk Kontrak Waktu Penugasan yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

57.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga
belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.

57.4 Penyesuaian Harga berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak
langsung (overhead cost), dan biaya satuan timpang
sebagaimana tercantum dalam penawaran.

Qg Penyesuaian Harga Satu. Derlakukan sesuai dengan j k

> pelaksanaan yang te m dalam kontrak awal/ um
@fb\ Kontrak. $& (b

¢ 57.6 ba

Penyesuaian I—Q:g gi komponen peketjaa(& berasal
menggunakan indeks penyg&@aian harga dari

< dari luar neg
s

negara § ang tersebut. <
é 57.7 Jenigpckerjaan baru sebagai akibat ﬁa Adendum Kontrak
\(b C iberikan penyesuaian ha ulai bulan ke-13 (tiga
(«o\ s) sejak Adendum Kont but ditandatangani.
AQ’ 53;@»\1ndeks yang digunakan hal pelaksanaan kontrak

(\\ (\\ terlambat disebabkan esalahan Penyedia adalah indeks
\) \> harga terendah antara\jaiwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

57.9 Penyesuaian Harga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
a. Untuk penyesuaian biaya personel (remunerasi)

Iy
R, = Ry (a $ b.E)

Rn = Remunerasi setelah penyesuaian harga;
Ro = Remunerasi saat penawaran biaya;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead,
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead
maka
a=0,15.
Q b = Koefisien remugsgasi. (b =1 - a)
(b'{\ I = Indeks upab,Qdminal pada bulan penyalg.%
@"Z} : penawa ya. (b\
. X - Pavaf
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& &> & F
o A2 b



< 2 \2
S g S
= = ~
ég«b Q}\Q{ Indeks wupah no@a pada saat pekerjaan
‘&Q} ‘&Q} dilaksanakan. ’%
2N N b. Penyesuaian harga k komponen non-personel yang
00 OQ bersifat Harga S&

B
H, = H, (a+ b.B—z)
Hn = Harga Satuan komponen non-personel
setelah penyesuaian harga;
Ho = Harga Satuan komponen non-personel saat
penawaran biaya;
a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan

dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan
overhead maka
a=0,15.

b = Koefisien b:a}ra non-personel.

(b=
QQ Ho = Indek komponen nun-pemn@%
@‘b\ nyampaian penawaran bi
Bn -

harga komponen non-p cl pada
\ Qsaat pekerjaan dilaksanakan. ﬂ\

& < <
@Q 57.10 Koefisi ponen kontrak bcrd@koeﬁsien yang
é digunakJM dalam analisis harga satuanf{ehawaran

\(gb 57.11] upah nominal dan 1nd@ arga yang digunakan
@' umber dari penerbitan BP

. QQ’ ?z Dalam hal indeks harga {i %i‘,muat dalam penerbitan BPS,
N\ d:gunakan indeks h @13 dikeluarkan oleh instansi teknis.
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Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

58. Itikad Baik 58.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak
berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-
hak yang terdapat dalam kontrak.

58.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk
melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

58.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi

keadaan tersebut. \
(b@ Pejabat Penandatangan@ dan Penyedia berke
AL untuk bertindak de: kad baik sehubungan dx ak-

N\ Q\ ff
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